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ABSTRAK

Dalam beberapa dekade terakhir, praktik seni dan pendidikan seni di Indonesia
mengalami pergeseran orientasi seiring menguatnya logika timokrasi—yakni sistem
nilai yang menempatkan kehormatan, prestise, dan pencapaian simbolik di atas makna
dan proses kreatif. Seni di ruang-ruang pendidikan, yang seharusnya menjadi medium
ekspresi personal dan kritik sosial, justru direduksi menjadi alat pencitraan
institusional melalui lomba, festival, dan performa visual yang dikemas secara
kompetitif. Latar belakang ini mendorong perlunya kajian kritis terhadap bagaimana
timokrasi memengaruhi wajah pendidikan seni di Indonesia. Dengan menggunakan
pendekatan interdisipliner, tulisan ini menelaah bentuk-bentuk konkrit penetrasi
timokrasi—mulai dari kurikulum yang teknokratis, kultur lomba yang hegemonik,
hingga peran guru sebagai pelatih teknis. Tulisan ini juga menawarkan solusi konkret
dan kebijakan afirmatif, antara lain reformulasi indikator pembelajaran,
penyelenggaraan festival seni non- kompetitif, pelatihan pedagogi seni kritis, serta
pendanaan seni berbasis komunitas. Kajian ini menyimpulkan bahwa pendidikan seni
hanya akan bermakna jika dilepaskan dari kepatuhan simbolik dan diarahkan pada
keberanian tematik, proses reflektif, dan partisipasi sosial yang otentik.

Kata Kunci: Pendidikan Seni, Timokrasi, Hegemoni Simbolik, Kritik Budaya,
Kebijakan Pendidikan

ABSTRACT

In recent decades, the practice of art and arts education in Indonesia has undergone a
shift in orientation, marked by the strengthening of timocracy—a value system that
prioritizes honor, prestige, and symbolic achievements over creative meaning and
process. Art in educational settings, which should serve as a medium for personal
expression and social critique, has instead been reduced to a tool for institutional
image-building through competitions, festivals, and visually packaged performances.
This context calls for a critical examination of how timocracy shapes the landscape of
arts education in Indonesia. Using an interdisciplinary approach, this paper analyzes
concrete manifestations of timocratic penetration—from technocratic curricula and
hegemonic competition culture to the role of teachers as technical trainers. The paper
also offers concrete solutions and affirmative policy recommendations, including the
reformulation of learning indicators, the organization of non-competitive art festivals,
training in critical arts pedagogy, and community-based arts funding. This study
concludes that arts education can only be meaningful if liberated from symbolic
compliance and oriented toward thematic courage, reflective processes, and authentic
social participation.

Keywords: Arts Education, Timocracy, Symbolic Hegemony, Cultural Critique,
Educational Policy
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PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, politik tidak semata-mata terbatas pada urusan
partai, parlemen, atau kekuasaan formal. Politik, dalam pengertian substantif, mencakup
seluruh proses pengambilan keputusan kolektif, distribusi sumber daya, dan penetapan
nilai-nilai bersama dalam masyarakat. Harold D. Lasswell (1936) menyebut politik
sebagai “who gets what, when, and how,” sementara David Easton (1965)
mendefinisikannya sebagai “the authoritative allocation of values for a society.” Dalam
kerangka ini, setiap bidang kehidupan masyarakat— baik itu pendidikan, kesehatan,
ekonomi, maupun kebudayaan—adalah bagian dari ruang politik, karena semuanya
melibatkan pilihan, pengaruh, dan kekuasaan. Bahkan aktivitas yang tampak netral seperti
seni atau pendidikan pun tidak lepas dari struktur kuasa dan nilai yang melingkupinya.

Berangkat dari pemahaman politik yang luas, praktik seni dan pendidikan seni
juga dapat dibaca sebagai medan politik. Seni tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi
estetis, tetapi juga sebagai ruang artikulasi ideologi, resistensi, dan representasi sosial.
Jacques Ranciere (2004) menyatakan bahwa seni adalah politik karena ia mengatur
"pembagian yang peka" terhadap apa yang bisa dirasakan, dipikirkan, dan dikatakan
dalam masyarakat. Dalam konteks ini, seni dan pendidikan seni berperan dalam
membentuk imajinasi kolektif, identitas kultural, serta norma-norma sosial. Pendidikan
seni pun tidak bebas nilai; ia dikonstruksi melalui kurikulum yang disusun berdasarkan
keputusan politik, sering kali merefleksikan ideologi negara atau kepentingan tertentu.

Di masyarakat, bentuk-bentuk seni tradisi, pertunjukan rakyat, mural jalanan,
hingga seni digital kontemporer sering digunakan sebagai sarana kritik sosial maupun
sebagai alat legitimasi rezim. Di ruang pendidikan, pemilihan materi seni, metode
apresiasi, dan standar evaluasi juga mencerminkan arah politik kultural yang sedang
dominan. Dengan demikian, seni dan pendidikan seni mengalami proses politisasi, di
mana ia tidak hanya mengabdi pada ekspresi kreatif, tetapi juga menjadi arena perebutan
makna dan kekuasaan simbolik.

Penting untuk dicatat bahwa kecenderungan politik Indonesia belakangan ini
menunjukkan pergeseran dari demokrasi partisipatif ke arah timokrasi, yaitu sistem yang
lebih menekankan penghargaan pada prestise, pencapaian simbolik, dan pengakuan
hierarkis. Seperti diulas dalam Majalah Basis edisi khusus (2024), timokrasi ini menandai
pergeseran nilai-nilai publik dari keberpihakan pada rakyat ke pencitraan dan glorifikasi
elite. Arus ini membawa implikasi langsung terhadap dunia seni dan pendidikan seni—di
mana orientasi pada makna, refleksi, dan kepekaan mulai digantikan oleh logika
pertunjukan, perlombaan, dan perolehan trofi. Jika fenomena ini tidak dipahami secara
kritis, maka seni dan pendidikan seni berisiko terjebak dalam rutinitas simbolik yang
kehilangan daya transformasinya.

Melalui uraian tersebut, tulisan ini hendak merumuskan pertanyaan kunci:
Bagaimana wajah seni dan pendidikan seni terbentuk dalam arus timokrasi di Indonesia?
Apa dampak positif dan negatif dari proses timokratisasi tersebut terhadap seni dan ruang
pendidikan? Dan solusi konkret apa yang dapat dirumuskan agar seni dan pendidikan
seni tidak terjebak dalam simbolisme prestise, tetapi kembali menjadi ruang pembebasan
dan ekspresi kolektif? Ketiga pertanyaan ini menjadi fondasi refleksi dalam tulisan yang
menggunakan pendekatan interdisipliner—mencakup sosiologi pendidikan, teori
estetika, filsafat politik, dan kajian budaya—untuk memahami dan melampaui krisis
makna dalam praktik seni dan pendidikan seni kontemporer.
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SEJARAH DEMOKRASI DAN TIMOKRASI - DARI KUASA RAKYAT KE
REZIM GENGSI

Demokrasi dan timokrasi adalah dua bentuk sistem sosial-politik yang telah
dibahas sejak masa Yunani Kuno, namun keduanya tidak sekadar kategori formal
pemerintahan. [a mencerminkan sistem nilai yang menentukan siapa yang berkuasa, atas
dasar apa, dan untuk siapa kekuasaan dijalankan. Dalam sistem demokrasi, sebagaimana
dicetuskan oleh Aristoteles, rakyat adalah pemilik kedaulatan dan setiap warga negara
memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan kolektif (Politics, 1279b—1280a).
Demokrasi menempatkan kebajikan bersama (common good) sebagai tujuan bersama, dan
mendorong partisipasi deliberatif serta distribusi keadilan yang relatif merata.

Namun Plato, dalam karyanya The Republic, memberikan kritik tajam terhadap
demokrasi. la menyebut bahwa ketika demokrasi tidak diiringi dengan pendidikan moral
dan kendali rasional, maka sistem ini akan dikuasai oleh hasrat tanpa batas dan
berkembang menjadi bentuk lain yang tampak lebih “teratur” namun sesungguhnya
rapuh—yaitu timokrasi. Dalam Buku VIII, Plato menulis bahwa timokrasi adalah bentuk
negara di mana nilai utama adalah kehormatan (zimé), dan kekuasaan dijalankan oleh
mereka yang mengejar pujian, bukan kebenaran. "The timocratic man... is ambitious and
loves victory and honor" (Plato, The Republic, Book VIII, 548c—550c). Dalam sistem ini,
penghargaan eksternal menggantikan pertimbangan etis; prestise menjadi mata uang
kekuasaan.

Secara historis, timokrasi bukan hanya ide abstrak. Dalam konteks modern,
berbagai bentuk pemerintahan dan struktur sosial sering menunjukkan gejala timokratis
ketika simbol, peringkat, dan pencapaian visual menjadi ukuran utama otoritas. Bourdieu
(1984) menyebut fenomena ini sebagai dominasi capital symboliqgue—XKkapital
kehormatan dan pengakuan yang membentuk habitus sosial dan struktur hierarki budaya.
Debord (1994) menyebutnya sebagai “masyarakat tontonan” (la société du spectacle), di
mana realitas digantikan oleh citra, dan keaslian dikalahkan oleh representasi visual yang
glamor.

Di Indonesia, pasca-Reformasi, demokrasi prosedural memang mengalami
perkembangan, namun pada saat yang sama berkembang pula struktur nilai yang
berorientasi pada gengsi dan pengakuan simbolik. Dalam dunia pendidikan, sekolah
berlomba mengejar akreditasi, piala lomba, dan prestasi administratif sebagai bukti
keberhasilan, sementara proses pedagogis dan keunikan ekspresi siswa sering kali
tersingkir. Dalam bidang seni, festival dan lomba mendominasi sebagai mekanisme
utama pengakuan, di mana nilai karya seni dinilai. Berdasarkan selera juri, kecocokan
teknis, dan daya tarik visual. Seni yang bersifat kritis, minor, atau eksperimental
cenderung tidak mendapat tempat karena tidak sesuai dengan logika kompetisi simbolik.

Timokrasi dalam konteks seni dan pendidikan seni dapat dikenali dari beberapa
indikator: (1) keberhasilan seni diukur melalui penghargaan eksternal, bukan
kebermaknaan proses; (2) guru dan siswa lebih dihargai karena piala dan sertifikat, bukan
kedalaman reflektif atau keberpihakan sosial; dan (3) pendidikan seni menjadi alat untuk
menyesuaikan diri dengan standar selera dominan, bukan untuk mengembangkan
imajinasi otonom peserta didik. Hal ini mencerminkan apa yang disebut Rancicre (2004)
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sebagai distribution of the sensible, yakni pembagian tentang apa yang layak dilihat,
didengar, dan dihargai dalam suatu rezim representasi.

Dengan demikian, sejarah demokrasi dan timokrasi bukan sekadar narasi filsafat
kuno, tetapi menjadi kerangka untuk membaca gejala-gejala kontemporer yang
menjangkiti pendidikan dan kebudayaan. Arus timokrasi telah merasuk dalam cara kita
menilai karya, mendidik anak, dan merancang sistem evaluasi. Oleh karena itu, untuk
memahami wajah pendidikan seni saat ini, kita tidak cukup berbicara tentang metode
atau  kurikulum semata, melainkan perlu menelisik sistem nilai  yang
mengkonstruksinya—yakni sistem nilai yang kini dikendalikan oleh logika kehormatan,
gengsi, dan prestise yang dipertontonkan.

TEORI DAN KONSEP INTERDISIPLINER DALAM MEMBACA SENI DAN
PENDIDIKAN SENI DALAM ARUS TIMOKRASI

Dalam lanskap budaya kontemporer yang ditata oleh logika prestise dan
pencitraan, seni dan pendidikan seni tidak lagi berdiri di atas landasan kebebasan ekspresi,
melainkan terjerat dalam struktur nilai timokratis yang membentuk ulang cara manusia
mencipta dan diajarkan untuk mengapresiasi. Di sinilah pendekatan interdisipliner
menjadi tak terelakkan, sebab persoalan ini menyentuh simultan wilayah estetik, politis,
pedagogis, dan sosiologis. Dalam pandangan Pierre Bourdieu, praktik seni adalah medan
pertarungan simbolik di mana aktor-aktor budaya saling berjuang untuk mengakumulasi
kapital simbolik—pengakuan sosial, trofi, nama besar, dan pengesahan institusional
(Bourdieu, 1984). Dalam sistem pendidikan seni Indonesia hari ini, kita menjumpai
bagaimana peta ini bekerja secara konkret: sekolah-sekolah berlomba mencetak juara
lomba, bukan mencetak pencipta makna; guru-guru diberi penghargaan bukan karena
membentuk kepekaan kritis, melainkan karena berhasil membimbing anak didik tampil
"baik dan rapi" di atas panggung kontes. Inilah medan estetika yang bukan lagi menjadi
ruang kemungkinan, melainkan menjadi arena klasifikasi dan hierarkisasi, di mana seni
direduksi menjadi semata keterampilan kompetitif yang patuh pada logika prestasi.

Situasi ini bukan kebetulan belaka, melainkan merupakan bagian dari distribusi
kekuasaan yang dijelaskan Jacques Rancieére sebagai distribution of the sensible—yakni
tatanan sensorik yang menentukan siapa yang terlihat, terdengar, dan diakui dalam ruang
publik (Ranciere, 2004). Dalam rezim timokratis, tidak semua bentuk ekspresi diberi
tempat; yang tampil dan diakui adalah yang sesuai dengan selera dominan—entah itu
karena mendukung narasi nasionalisme kultural, memenuhi standar kecantikan formal,
atau selaras dengan estetika pasar. Dalam banyak festival siswa dan lomba seni antar
sekolah, kita menemukan pola berulang: karya yang menyentuh isu minoritas, kegelisahan
eksistensial, atau konflik lokal tak mendapat ruang di panggung utama. Yang diagungkan
justru seni yang "netral", aman, dan bisa dijadikan alat legitimasi institusional. Maka seni
tak lagi menjadi medan kontestasi makna, melainkan hanya dijadikan cermin bagi
kekuasaan yang ingin tampak berbudaya.

Pendidikan seni pun tidak luput dari jeratan ini. Paulo Freire mengingatkan bahwa
pendidikan yang sejati haruslah membebaskan dan membangkitkan kesadaran kritis
melalui proses dialogis, bukan transfer pengetahuan satu arah (Freire, 1970). Namun
dalam konteks timokrasi, pendidikan seni justru menjelma menjadi proses penjinakan:
siswa diajarkan untuk menciptakan karya yang menang, bukan karya yang menggugat.
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Guru dituntut bukan untuk menciptakan ruang dialog imajinatif, melainkan untuk melatih
kemampuan teknis yang bisa meraih sertifikat. Sistem asesmen yang lebih menilai hasil
akhir daripada proses reflektif memperkuat logika ini, dan menjadikan ruang kelas seni
sebagai pabrik keterampilan, bukan laboratorium kebudayaan. Ini adalah bentuk
pedagogi estetika yang mengalami pergeseran arah: dari praksis kultural menuju
teknokrasi performatif.

Dalam bingkai yang lebih luas, situasi ini berkelindan dengan apa yang oleh Guy
Debord disebut sebagai masyarakat tontonan, di mana citra menggantikan realitas, dan
makna dikalahkan oleh tampilan visual (Debord, 1994). Pendidikan seni berubah menjadi
panggung pencitraan institusional. Sekolah-sekolah swasta bonafide menggelar festival
seni tahunan dengan panggung spektakuler, profesional lighting, dan undangan pejabat
publik, bukan untuk mengangkat suara anak-anak, tetapi untuk menampilkan kebesaran
institusi. Seni yang sejatinya bersifat afektif dan personal, kini disulap menjadi presentasi
kolektif yang menundukkan imajinasi individu demi reputasi komunal.

Dominasi simbolik ini tidak hadir sebagai tirani yang kasar, melainkan sebagai
hegemoni lunak yang diuraikan Antonio Gramsci—yakni internalisasi nilai-nilai kelas
dominan melalui institusi pendidikan dan kebudayaan (Gramsci, 1971). Dalam ruang
seni, nilai-nilai hegemonik ini melahirkan struktur pengakuan yang mencetak siapa yang
layak disebut seniman atau guru sukses, dan siapa yang dikucilkan sebagai tidak produktif.
Tak heran jika bentuk-bentuk seni yang merepresentasikan tubuh marginal, kesedihan
sunyi, atau kritik terhadap narasi nasional jarang diajarkan atau dimenangkan—Xkarena
mereka tidak sesuai dengan nilai timokratis tentang kehormatan yang dapat
dipertontonkan. Namun, struktur ini bukan kutukan yang absolut. Anthony Giddens
melalui teori strukturasi mengingatkan bahwa struktur sosial tidak pernah final dan statis;
ia dibentuk dan dibongkar oleh tindakan aktor sosial dalam interaksi sehari-hari (Giddens,
1984). Guru yang memilih untuk memberi ruang pada eksplorasi imajinasi liar siswa,
komunitas yang mengadakan lokakarya seni minoritas, atau sekolah yang menyusun
kurikulum seni berbasis lokalitas—semuanya adalah tindakan kecil yang menumbuhkan
retakan dalam dinding timokrasi. Maka pembacaan interdisipliner ini tidak sekadar untuk
mengenali jebakan nilai, tetapi juga untuk membayangkan kemungkinan transformasi
praksis.

WAJAH FAKTUAL PRAKTIK SENI DAN PENDIDIKAN SENI DALAM
LOGIKA TIMOKRASI DI INDONESIA

Dalam arus kultural yang makin digerakkan oleh logika prestise, wajah seni dan
pendidikan seni di Indonesia tidak lagi bersandar pada nilai intrinsik ekspresi dan
kebermaknaan sosial, melainkan pada logika penampilan, simbol kehormatan, dan daya
saing institusional. Fenomena ini secara nyata terlihat dalam cara sekolah-sekolah
memosisikan pendidikan seni sebagai alat pencitraan. Seni ditampilkan dalam bentuk
pertunjukan kolosal, festival spektakuler, dan lomba bergengsi, namun tanpa memberi
ruang cukup bagi proses refleksi, pencarian identitas, dan keberanian menyuarakan yang
tak populer. Kelas seni diubah menjadi ruang produksi trofi simbolik, bukan laboratorium
kepekaan estetik dan etik. Guru didorong untuk "melatih" bukan "mendampingi". Siswa
diajarkan meniru, bukan mencipta. Bahkan, di banyak sekolah negeri maupun swasta
unggulan, seni menjadi mata pelajaran yang dikompresi: jam pelajaran dipangkas, ruang
praktik dibatasi, dan kreativitas disederhanakan ke dalam rubrik kompetensi teknis
semata (Giroux, 2005).
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Pertama, kondisi ini diperparah oleh tekanan administratif yang mengharuskan
institusi menampilkan "hasil nyata" dalam bentuk prestasi visual. Dalam program
evaluasi Pendidikan seperti akreditasi sekolah dan laporan kinerja guru, indikator yang
digunakan cenderung bersifat kuantitatif dan simbolik: berapa banyak piala yang diraih
siswa, berapa kali tampil di tingkat provinsi, dan seberapa besar eksposur kegiatan seni
di media sosial. Seni diukur dari seberapa dapat dipertontonkan, bukan dari kedalaman
proses atau sejauh mana menyentuh kesadaran batin siswa. Akibatnya, terjadi kompetisi
simbolik yang menyingkirkan bentuk- bentuk seni yang tidak populer secara estetika
konvensional—seperti seni eksperimental, seni minoritas lokal, atau seni yang
menyuarakan trauma dan krisis identitas (Biesta, 2010).

Selanjutnya, fakta-fakta ini tampak dalam berbagai praktik lapangan. Penelitian
observasional terhadap festival seni di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan
Yogyakarta menunjukkan bahwa lebih dari 80% sekolah menampilkan karya yang sesuai
tema nasional, narasi patriotik, atau bentuk tradisional yang didramatisasi agar tampil
megah. Di Festival Seni Siswa Jakarta Timur 2023, lima belas sekolah menengah
menampilkan tarian daerah berbalut koreografi modern dan kostum mewah yang dikurasi
oleh guru dan kepala sekolah, sementara hanya satu penampilan puisi yang mengangkat
isu lingkungan dan itu pun ditempatkan di luar sesi utama. Pelaksanaan Festival dan
Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) memperkuat logika ini, karena karya-karya yang
dipilih umumnya menekankan tampilan teknis dan kemasan visual yang menjual. Karya
dengan tema eksperimental atau kritis sering kali tidak lolos seleksi karena dianggap
"tidak sesuai format" atau "terlalu kompleks untuk siswa" (Kemendikbudristek, 2022).

Sementara itu, karya seni yang mengangkat isu sosial kontemporer seperti krisis
iklim, kesetaraan gender, atau kekerasan domestik, nyaris tak mendapat tempat di
panggung formal. Seni disterilkan dari potensi kritik sosial untuk menjaga citra harmoni
institusional. Ketika siswa berupaya menyuarakan keresahan personal lewat seni rupa
atau teater, banyak yang dibatasi atas nama moral komunitas. Guru dan kepala sekolah
sering kali menolak karya semacam itu dengan alasan "tidak layak tayang" atau
"melanggar norma" (hooks, 1994).

Hal serupa terjadi di perguruan tinggi. Banyak program studi seni kini lebih fokus
menghasilkan lulusan "siap kerja" dan "berdaya saing industri". Ini mendorong pergeseran
dari seni sebagai proses eksistensial menuju seni sebagai produk pasar. Mahasiswa
diajarkan menguasai perangkat lunak desain, teknik presentasi digital, dan strategi
pemasaran karya, tetapi ruang untuk refleksi mendalam, penyelaman etis, atau eksplorasi
bentuk non-komersial makin sempit. Seorang dosen seni rupa di universitas negeri
Yogyakarta menyebut bahwa "kurikulum kini lebih menekankan pada portofolio yang
menjual daripada narasi yang mengusik," mengindikasikan bagaimana orientasi seni
telah berbelok dari kontemplasi ke komodifikasi (Appadurai, 1996).

Dengan demikian, wajah seni dan pendidikan seni dalam arus timokrasi bukan
sekadar problem pedagogis atau teknis, melainkan refleksi dari struktur nilai sosial-
politik. Ketika seni dilihat hanya sebagai alat prestise dan pencitraan, maka ia kehilangan
daya etik dan sosialnya. Fungsi seni sebagai ruang kritik, empati, dan ekspresi eksistensial
terkikis oleh estetika kosong yang disiapkan demi unggahan media sosial dan pencapaian
indikator kinerja. Maka, bila tidak ada intervensi praksis yang mengembalikan seni ke
wilayah etik, sosial, dan emansipatoris, maka yang tersisa hanya pertunjukan simbolik
tanpa makna transformatif.
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TIMOKRASI DALAM PENDIDIKAN SENI: ANTARA PRESTISE SIMBOLIK
DAN KEHILANGAN FUNGSI EMANSIPATORIS

Dalam atmosfer pendidikan yang dipengaruhi oleh semangat timokrasi—yakni
sistem nilai yang menempatkan kehormatan, pencapaian simbolik, dan pengakuan publik
sebagai pusat orientasi—praktik seni dan pendidikan seni di Indonesia mengalami
perubahan signifikan. Pada sisi positif, logika timokrasi telah mendorong peningkatan
motivasi siswa melalui pemberian penghargaan simbolik seperti medali, trofi, dan
eksposur publik. Pengakuan ini tidak hanya memberi validasi atas kemampuan siswa,
tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri serta kebanggaan individu dan institusional.
Dalam konteks ini, banyak sekolah dan lembaga pendidikan berlomba membina peserta
didik melalui pelatihan intensif, menghadirkan pelatih profesional, dan menyusun strategi
seni pertunjukan secara matang. Akibatnya, kualitas teknis dalam pertunjukan seni—baik
dari segi koreografi, olah vokal, maupun tampilan visual—mengalami peningkatan yang
signifikan, dan lembaga-lembaga tersebut berhasil membangun citra positif di hadapan
masyarakat luas (Eisner, 2002).

Namun, keberhasilan ini menyisakan sejumlah persoalan mendasar. Dalam
banyak kasus, seni direduksi menjadi alat pencitraan institusional dan simbol prestise
belaka. Fungsi seni yang sesungguhnya—yakni sebagai medan kritik sosial, ekspresi
batin, dan eksplorasi identitas—perlahan terpinggirkan. Ketika seni hanya dinilai dari
seberapa layak ia dipertontonkan atau diperlombakan, maka bentuk-bentuk ekspresi yang
tak mudah dikomodifikasi atau dikurasi menjadi tidak lagi dianggap bernilai. Karya-karya
yang memuat keresahan personal, kritik struktural, atau narasi marjinal—seperti isu
gender, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan—hampir tidak mendapat ruang.
Sebaliknya, yang disambut baik justru karya-karya yang “aman”, menghibur, dan sesuai
dengan selera dominan. Praktik ini mengarah pada penyeragaman bentuk dan isi seni,
yang tidak hanya menghambat keberagaman ekspresi, tetapi juga mempersempit fungsi
sosial pendidikan seni (Biesta, 2010; hooks, 1994).

Lebih jauh, timokrasi dalam seni juga menciptakan tekanan psikologis dan
distorsi pedagogis dalam proses belajar. Banyak siswa tidak lagi berkarya karena
dorongan kreatif internal, melainkan karena tuntutan institusional untuk berprestasi dan
membawa pulang piala. Dalam situasi ini, guru dan siswa bukan lagi mitra dalam
pencarian makna, tetapi berubah menjadi aktor dalam panggung representasi simbolik
yang ditekan oleh logika evaluasi dan administrasi. Seni yang seharusnya menjadi
pengalaman pembebasan dan pelebaran horizon justru dibatasi oleh kurikulum kaku dan
target kuantitatif. Beberapa guru bahkan secara terbuka menyatakan bahwa seni yang tidak
“menjual” atau “terlihat bagus” tidak layak dipentaskan, menunjukkan bahwa mekanisme
seleksi dan penilaian telah terdistorsi oleh nilai-nilai luar seni yang hegemonik (Pringle,
2011).

Kondisi ini pada akhirnya menghasilkan kontradiksi mendalam dalam pendidikan
seni: di satu sisi tampak berkembang dalam prestasi dan eksposur, namun di sisi lain kian
menjauh dari akar etik, spiritual, dan transformatifnya. Seni menjadi ruang yang elitis,
hanya menampung karya yang bisa memenubhi selera pasar simbolik, dan menyingkirkan
bentuk- bentuk seni yang menyuarakan luka, kejujuran, atau keresahan eksistensial. Jika
tidak segera dikoreksi, orientasi ini berpotensi melahirkan generasi seniman dan pendidik
yang kehilangan kompas etik—mereka yang piawai tampil, namun tidak mampu
merasakan; mahir memikat penonton, namun kehilangan empati. Dalam lanskap seperti
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inilah penting untuk mempertanyakan kembali: seni untuk siapa, dan pendidikan seni
untuk kepentingan siapa?

REORIENTASI PENDIDIKAN SENI DALAM ARUS TIMOKRASI: SOLUSI
EMANSIPATORIS BAGI EKSPRESI YANG TERPINGGIRKAN

Menghadapi dominasi logika timokrasi dalam seni dan pendidikan seni, solusi
tidak cukup hanya bersifat wacana normatif—ia harus diwujudkan dalam kebijakan yang
sistemik, terukur, dan berdampak langsung pada aktor-aktor pendidikan: siswa, guru,
sekolah, serta institusi pembuat kebijakan. Solusi pertama adalah reorientasi kurikulum
seni dari teknokratis ke humanistis dan emansipatoris. Artinya, seni dalam pendidikan
tidak lagi sekadar diarahkan untuk memenuhi target penilaian teknis, tetapi harus
difungsikan sebagai ruang pedagogis untuk mengenal diri, merasakan yang lain, dan
memahami kompleksitas sosial. Hal ini dapat dimulai dengan revisi struktur Kompetensi
Dasar (KD) dan Indikator Penilaian dalam kurikulum seni. Misalnya, menambahkan
komponen “makna personal dan sosial karya” serta “refleksi atas isu kontemporer”
sebagai bagian dari rubrik penilaian. Direktorat Jenderal Pendidikan dapat menginisiasi
Tim Revisi Kurikulum Seni Nasional dengan melibatkan seniman, pendidik progresif,
dan ahli kurikulum. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Biesta (2010) yang
menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses subyektifikasi, bukan sekadar
sosialisasi dan kualifikasi.

Kedua, mereformasi sistem lomba dan festival seni yang saat ini dikuasai oleh
logika penampilan dan simbol kehormatan, seperti FLS2N, FSP, dan lomba seni daerah.
Reformasi ini melibatkan dua hal penting: pertama, perubahan pada mekanisme penjurian
agar tidak hanya menilai aspek teknis, tetapi juga keberanian tema, proses kreatif, dan
relevansi sosial karya; kedua, diversifikasi bentuk acara seni yang tidak selalu
berorientasi kompetisi. Kementerian Pendidikan dapat menyelenggarakan Festival Seni
Alternatif di tingkat provinsi dan nasional, yang bersifat non-kompetitif, berbasis
kuratorial tematik, dan terbuka untuk berbagai bentuk ekspresi eksperimental, lokalitas
minoritas, hingga kolaborasi antarbidang. Sebagai contoh konkrit, alih-alih meminta
sekolah mengirim “yang terbaik”, festival ini membuka ruang presentasi untuk “yang
jujur”, “yang personal”, dan “yang kritis”—tanpa penilaian angka, tetapi melalui dialog
kuratorial dan refleksi terbuka antar peserta. Pendekatan ini mencerminkan prinsip hooks
(1994) mengenai pentingnya ruang belajar yang membebaskan, bukan menindas.

Solusi ketiga menyasar peningkatan kapasitas guru dan dosen seni agar tidak lagi
menjadi pelatih lomba, tetapi fasilitator proses belajar kreatif yang humanistik.
Pemerintah pusat bersama LPTK dan LPMP dapat mengembangkan program pelatihan
seperti Sertifikasi Pedagogi Seni Emansipatoris, di mana guru-guru diajak memperluas
perspektifnya dalam melihat seni sebagai bagian dari ekologi sosial, bukan sekadar objek
performatif. Pelatihan ini dapat memuat topik seperti seni sebagai praktik transformatif,
pembacaan karya kritis, integrasi seni dalam pendidikan karakter, dan teknik fasilitasi
reflektif. Modul pelatihan dapat dikembangkan bekerja sama dengan komunitas seni
lokal, universitas seni, serta organisasi nirlaba yang aktif dalam seni partisipatif.
Misalnya, guru diminta untuk memfasilitasi lokakarya mural bersama siswa tentang tema
ketimpangan sosial di lingkungan mereka— bukan menggambar hasil template, tetapi
menciptakan narasi visual bersama yang berangkat dari realitas siswa. Konsep ini
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diperkuat oleh Eisner (2002) yang menegaskan bahwa seni memiliki potensi untuk
memperluas bentuk berpikir dan memahami dunia secara mendalam.

Solusi keempat adalah penguatan ekosistem pendanaan dan insentif bagi karya
seni yang bersifat kolaboratif, non-kompetitif, dan kritis secara sosial. Pemerintah pusat
dan daerah dapat menyediakan skema pendanaan hibah seperti Seni untuk Transformasi
Sosial atau Seni untuk Keadilan Pendidikan yang terbuka bagi sekolah, guru, dan
komunitas untuk menjalankan proyek seni berbasis riset tindakan partisipatoris.
Misalnya, satu sekolah dapat mengajukan hibah untuk membuat teater kampung bersama
siswa dan masyarakat tentang isu banjir yang merusak lingkungan mereka. Proyek ini
tidak dinilai dari nilai estetik formal, tetapi dari keberdayaan yang dibangkitkan dalam
proses. Dana tersebut bisa dialokasikan dari APBN/APBD melalui Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan atau bekerja sama dengan program CSR yang memiliki visi keberlanjutan.
Gagasan ini sejalan dengan Nussbaum (2010), yang menekankan bahwa seni dan
humaniora penting untuk demokrasi karena mereka menumbuhkan kemampuan untuk
membayangkan kehidupan orang lain.

Akhirnya, diperlukan perubahan paradigma di level pengambil kebijakan dan
birokrasi pendidikan: bahwa seni bukan semata instrumen publikasi dan pencitraan
sekolah, melainkan investasi jangka panjang bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, indikator
keberhasilan pendidikan seni tidak bisa diukur hanya dari jumlah piala, tetapi dari
seberapa besar ia mampu menyentuh batin siswa, membentuk kesadaran sosial, dan
menumbuhkan kemampuan kritis. Pemerintah dapat menyusun Instrumen Penilaian
Pendidikan Seni Emansipatoris yang digunakan dalam akreditasi sekolah dan evaluasi
guru—yang menilai proses, bukan sekadar produk. Jika ini terwujud, seni akan kembali
menjadi ruang merdeka untuk merasa, berpikir, dan mengada.

KESIMPULAN

Timokrasi telah menyusup ke dalam praktik seni dan pendidikan seni di Indonesia
melalui berbagai mekanisme simbolik—dari tekanan pencapaian prestise hingga
pengukuran visual yang seragam. Seni yang seharusnya menjadi medium emansipasi,
ruang kontestasi gagasan, dan medan empati, justru tereduksi menjadi alat pencitraan
institusional dan representasi kehormatan semu. Situasi ini tidak hanya menggeser
orientasi pendidikan seni dari proses menjadi produk, tetapi juga membatasi ruang-ruang
ekspresi yang berani, kritis, dan kontekstual.

Namun, fenomena ini bukanlah takdir yang tidak bisa digugat. Dengan
pendekatan kurikulum yang transformatif, reformasi pada sistem lomba dan festival,
peningkatan kapasitas guru, serta dukungan pendanaan terhadap praktik seni kolaboratif
dan sosial, wajah Pendidikan seni masih dapat ditata ulang. Diperlukan keberanian politik
dan visi pendidikan jangka panjang untuk mengembalikan seni ke posisi strategisnya
sebagai wahana pengembangan kesadaran kritis dan kepekaan manusiawi.

Oleh karena itu, pertanyaan mendasar yang perlu terus diajukan dan dijawab
bersama adalah: Apakah seni yang diajarkan di sekolah saat ini benar-benar
membebaskan, atau justru memperkuat hegemoni simbolik yang menutup ruang-ruang
kejujuran dan kemanusiaan? Dalam menjawabnya, kita dituntut untuk tidak hanya
melihat hasil akhir seni, tetapi memelihara proses, memanusiakan ekspresi, dan merawat
keberagaman narasi dalam dunia pendidikan.
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